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SALINAN 

P U T U S A N 
Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lbj 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim 

telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara; 

 
RATI HARYATI binti BAHARUDIN, umur 24 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan 

SMA, alamat Kampung tengah, RT.010, 

RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, 

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai 

Barat. Dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada MOCH. SAUQI 

FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA 

NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, 

baik bersama-sama, maupun masing-

masing sendiri yang beralamat di Jln. 

Gabriel Gampur No. 8 Rt/Rw 013/05 

Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan 

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 

Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat 

kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, 

Nomor: 002/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020, 

dengan Register Surat Kuasa nomor: 

12/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 3 Maret 

2020. Selanjutnya disebut sebagai 

"Penggugat"; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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melawan 

AGUS SHOLIHIN bin WAHYUDIN, umur 23 tahun, agama Islam, 

pekerjaan swasta, pendidikan SMK, alamat 

Dusun Wadu Mbuku, RT.002, RW.001, 

Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten 

Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, 

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; 

 
Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari  berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-

bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; 

 
 DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 

Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Labuan Bajo dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lbj pada tanggal 15 Januari 

2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut; 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat 

pada tanggal 1 Maret 2017, di hadapan KUA Kecamatan  Komodo, 

Kabupaten Manggarai Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

033/01/III/2017, tanggal 1 Maret 2017. Jam 10.00 WITA; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan 

badan dan keduanya bertempat tinggal di kos/kontarakan yang 

beralamat di Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo selama 4 

bulan dan kemudian pindah ke Bima tinggal di Rumah Orang Tua 

Tergugat yang beralamat di Dusun Wadu Mbuku, Desa Runggu, 

Kecamatan Palibelo selama 6 bulan;  

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum 

dikaruniai anak; 

4. Bahwa dalam 2 (dua) bulan terakhir selama hidup dan tinggal di 

kost/kontrakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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mulay goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga 

berujung Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan 

mengakibatkan lebam pada bagian mata kiri Penggugat; 

5. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

tersebut: 

5.1. Tergugat tidak mempunayi pekerjaan tetap; 

5.2. Tergugat selalu marah jika Penggugat menasehati Tergugat 

untuk mencari pekerjaan agar kebutuhan biaya terpenuhi; 

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran selama hidup 

bersama di kos /kontrakan Penggugat berupaya 

bersama Tergugat mencoba mengatasi masalah tersebut dengan 

memutuskan pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat yang 

beralamat di Dusun Wadu Mbuku RT.001, RW.002, Desa Runggu, 

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sejak 

bulan Juli 2017 sampai Januari 2018 dengan harapan Tergugat bisa 

mendapatkan pekerjaan agar kebutuhan hidup bersama tercukupi; 

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang 

tua Tergugat kembali selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus hingga pada puncak akhir bulan Desember 2017 akibat 

dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat jatuh sakit dan 

selama itu Penggugat tidak diurus oleh Tergugat sebagaimana 

wajibnya seorang suami kepada istri yang sedang mengalami masalah 

terhadap kesehatannya ;  

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

karena : 

8.1. Tergugat tetap tidak berupaya diri untuk segera mencari 

pekerjaan ; 

8.2. Tergugat selalu meminta dengan secara paksa 

terhadap Penggugat seperti uang untuk membeli rokok atau 

kebutuhan Tergugat lainya ; 

8.3. Tergugat selalu marah-marah yang tidak jelas pangkal 

masalahnya terhadap Penggugat ;. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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9. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

antara Tergugat dan Penggugat yang berujung Penggugat selalu 

mengalami masalah pada kesehatannya pada Bulan Januari 

2018 Penggugat menghubungi lewat telepon Ibu Suriani sebagai ibu 

kandung agar menjemput Penggugat yang tak kunjung sembuh dari 

sakit untuk pulang berobat ke Labuan Bajo. 

10. Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 Penggugat sembuh dari sakit 

Penggugat bersama Ibu Kandung Penggugat mencoba dengan upaya 

menghubungi Tergugat lewat telepon untuk bermusyawarah dan 

berbicara secara baik-baik namun tidak mendapatkan balasan 

dari Tergugat ; 

11. Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat pada Januari 2018 

sampai dengan sekarang maka hak dan kewajiban suami istri tidak 

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak 

lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ; 

12. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa 

gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana 

diatur dalam PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 116  (f) ; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan 

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi; 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menceraikan Penggugat (RATI HARYATI binti BAHARUDIN) dengan 

Tergugat (AGUS SHOLIHIN bin WAHYUDIN); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR: 

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Kuasa Hukumnya hadir sendiri secara langsung di persidangan, 

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang 

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah 

dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Bima pada tanggal 5 Februari dan 12 Maret 2020; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka 

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian 

dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan 

menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk 

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang 

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena 

tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya 

persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;  

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan bukti berupa : 

A. Surat 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/01/III/2017 tanggal 1 

Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 

telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian 

diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P); 

 
B. Saksi-Saksi  

1. SURIANI binti ABDUL MANAN, umur 44 tahun, agama Islam, SD, 

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Labuan Bajo 

RT.005, RW. 001 Lingkungan Kampung Tengah, Kecamatan 

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat., di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah 

Ibu Penggugat ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tetapi 

belum dikaruniai anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat 

keduanya bertengkar sewaktu keduanya masih tinggal di 

Kampung Tengah, Labuan Bajo; 

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat meminta 

uang kepada Penggugat dan Penggugat menyuruh Tergugat 

agar mencari pekerjaan, tetapi kemudian Tergugat memukul 

Penggugat; 

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja 

sebagai tukang service laptop; 

- Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi menjemput Penggugat 

untuk pulang ke Labuan Bajo, dan sejak saat itu antara 

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama itu 

pula Tergugat tidak ada menjemput Penggugat untuk Kembali 

membina rumah tangga; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

2. RIDWAN USMAN bin USMAN, umur 51 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Penjual ikan, bertempat tinggal di  

Labuan Bajo RT.024, RW.003 Kampung Serenaru Kelurahan Wae 

Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat., di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi  pernah 

bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu 

keduanya masih tinggal di Labuan Bajo kurang lebih 1 (satu) 

tahun; 

- Bahwa selama bertetangga saksi sering mendengar Penggugat 

dan Tergugat bertengkar di kost keduanya, tetapi saksi tidak 

mengetahui penyebabnya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 4 

(empat) sampai 5 (lima) bulan setelah menikah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas pukulan di wajah 

Penggugat, tetai saksi tidak melihat langsung Tergugat 

memukul Penggugat; 

- Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat pulang ke Labuan Bajo 

dijemput oleh ibunya, dan sejak saat itu Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak terlihat lagi Bersama; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah 

menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatannya; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan 

sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat 

serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan  Penggugat 

adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, 

Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir sendiri ke persidangan, 

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang 

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah 

dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan 

berdasarkan relas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 5 

Februari dan 12 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama 

Bima, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh 

suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, 

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan R.Bg 

pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur’an II halaman 405 yang 

kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi : 
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 من دعي إلى حاكم من حـكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
 
Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan 

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia 

termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur’an II : 405) 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke 

persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 

nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis 

Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan 

berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak 

mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a 

angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undangundang 

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara 

kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan 

memutus perkara ini;; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada 

MOCH. SAUQI FUTAKI, SH. Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN 

HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT, baik 

bersama-sama, maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln. 

Gabriel Gampur No. 8 RT.013, RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, 

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, 

terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum 

Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat 

telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan 

berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap 

orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak 

sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang 

Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan 
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membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang 

ada; 

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan 

Adminisrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 

digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil 

dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di 

antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 

32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat); 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “Sebelum 

menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya 

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi di wilayah domisili hukumnya”; 

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama 

Moch, Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah 

disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 

berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan 

Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka 

perisidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum 

Penggugat atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., telah memenuhi 

kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai 

Kuasa Hukum Penggugat untukberacara dalam perkara a qou; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh 

Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah 

tidak, sebagaimana pertimbangan berikut: 

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya 

surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan 

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 

14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran 

Mahakama Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, 

adalah: 
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1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk 

berperkara di Pengadilan. 

2. Menyebut kompetensi relatif. 

3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. 

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa 

yang diperkarakan. 

5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti 

tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi. 

Syarat-syarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu 

tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan 

mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 

11 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama 

Labuan Bajo pada tanggal 3 Maret 2020 dengan nomor: 

12/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya sebagaimana tersebut dalam surat 

Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa 

khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi 

syarat formil sahnya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa 

khusus tersebut sah secara hukum; 

Menimbang, bahwa  gugatan  Penggugat didasarkan pada dalil 

yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak mempunayi pekerjaan tetap 

dan Tergugat selalu marah jika Penggugat menasehati Tergugat untuk 

mencari pekerjaan agar kebutuhan biaya terpenuhi;  

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat 

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena 

perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) serta untuk 

menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka 

Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, 

masing masing bernama SURIANI binti ABDUL MANAN dan RIDWAN 

USMAN bin USMAN; 
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Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 

bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah 

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, 

sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta 

otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara 

ini; 

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan bahwa 

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah 

pada tanggal  1 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan 

sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak 

mempunyai Legal Standing mengajukan perkara ini; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 

2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing–masing saksi sebelum 

memberikan keterangan telah disumpah menurut agama  masing-masing, 

saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi 

saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan 

persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut 

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam 

R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat 

diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam 

persidangan  mengenai posita Penggugat angka 5 adalah fakta yang 

diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi 

ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut 

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)  

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih 

dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, 

menjawab pertayaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka 

tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan 

kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi 

Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang 

diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Maret 

2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, 

Kabupaten Manggarai Barat; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di 

kos/kontarakan yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kelurahan 

Labuan Bajo selama 4 bulan dan kemudian pindah ke Bima tinggal di 

Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Dusun Wadu Mbuku, 

Desa Runggu, Kecamatan Palibelo selama 6 bulan; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi pertengkaran, saksi pertama pernah melihatnya langsung 

dan saksi kedua sering mendengar pertengakran keduanya; 

5. Bahw kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

sejak awal tahun 2018 hingga sekarang; 

6. Bahwa kedua saksi pernah menasehati Penggugat agar 

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis 

Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan 

dan pertengkaran; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 16 Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lbj 
 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

kurang lebih 2 (dua) tahun; 

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami 

isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama 

lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan 

rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika 

salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara 

keduanya terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada saling komunikasi 

yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi; 

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat  

angka 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat  diteruskan, 

niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud sebagaimana dimaksud 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim 

memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab Ghoyatul Marom yang 

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: 

 

 ة لزوجها طلق عليه القاضى طلقةواذاشتد عدم الرغبة زوج

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, 

maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; 

dan : 

ولا   وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح 

ربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  صلاح وحيث تصبح ال 

 أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

 

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga 
mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak 
berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian 
antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin 
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akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap 
melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama 
halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur 
hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma 
dza Huriyatuz Zaujain I : 83) 
 

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim 

berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan 

Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan 

dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undnag-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 

huruf  (b) dan (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada 

petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu 

bain shugra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada 

perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi 

dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 

iddah; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam 

bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 

Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 

pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat 

yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dalill-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 
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M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan  Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (AGUS SHOLIHIN bin 

WAHYUDIN) terhadap Penggugat (RATI HARYATI binti 

BAHARUDIN); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami IHYADDIN, 

S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, TOMMI, S.HI, dan RASYID RIZANI, 

S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu 

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota 

dan dibantu oleh H. ABDUL MURIDAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Hakim Anggota I 
 

Ttd  
 
 

TOMMI, S.HI 
 

Ketua Majelis 
 

Ttd  

 

IHYADDIN, S.Ag., M.H. 
 

Hakim Anggota II 
 

Ttd  

 
RASYID RIZANI, S.HI., M.HI 

 

 Panitera Pengganti 

 
Ttd  

 
H. ABDUL MURIDAN, S.H. 
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Rincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran ................................................. Rp.       30.000,00 
2. ATK    ............................................ Rp.       50.000,00 
3. Panggilan Penggugat  ................................. Rp.                0,00 
4. Panggilan Tergugat ..................................... Rp.     389.000,00 
5. PNBP  .............................................. Rp.       20.000,00 
6. Redaksi  .....................  ........................ Rp.       10.000,00 
7. Meterai  .............................................. Rp.         6.000,00 
Jumlah ............................................................. Rp.     505.000,00 

                                 (Lima ratus lima ribu rupiah) 
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